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UPAH LALU,
SANDAR TAK MASUK

“enormena Kuznets dan Berkah Otonomi di Riau)

Wtovinsi Riau secara geografis dan klimatologis

nierupakan wilayah yang mempunyai potensi
#omi yang sangat tinggi. Terdapat tiga
kteristik wilayah Riau yang masing-masing

cmiliki potensi ekonomi tersendiri. Wilayah

1t2n memiliki potensi ekonomi pertanian, kehu-
. dan barang-barang tambang, Wilayah pesisir
samping perkebunan juga sangat potensial
ighasilkan komoditas-komoditas pertanian

sang-surut. Sedangkan wilayah kepulauan di

ping potensi perikanan juga sangat baik untuk
cembangan pariwisata dan perdagangan.

bagai wilayah yang berdekatan dengan Singapura

Malaysia, Riau mempunyai kesempatan untuk

nemanfaatkan pasar global bagi komoditas yang

thastlkannya.

Kondisi yang menguntungkan tersebut

nyebabkan Riau mampu mempertahankan pet-
nbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Meskipun
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terjadi krisis ekonomi yang berkepan}angan di
lniclonesia, namun bagi wilayah Riau pengaruhnya
tiglak begitu besar. Pada saat krisis ekonomi me-
'40da Indonesia ekonomi Riau memang mengalami
kontraksi, tetapi masih lebih baik dari keadaan
nasional secara keseluruhan. Tahun 1998 pertum-
suhan ekonomi Riau mengalami pertumbuhan
necatif sebesar -1,81%. Ketika itu, ekonomi Indo-
nesia anjlok sampai -14,22%. Sektor yang meng-
Afumi penurunan pertumbuhan ekonomi yang
dukup tajam di Riau adalah sektor konstruksi -
25,99%.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada
siatitu terjadi peralihan pemerintahan di Indonesia
dan berbagai gangguan stabilitas keamanan se-
Hingga banyak proyek-proyek pembangunan fisik
I20 infrastruktur yang tertunda pelaksanaannya.
Namun sektor-sektor yang memberikan kontribusi
yang dominan terhadap struktur perekonomian
fiau justru mengalami pertumbuhan yang tinggi.

yxtor pertanian mampu tumbuh mencapai 11%,
it 1k dan air bersih sebesar 17,16%. Termasuk
serdagangan, angkutan, dan komunikasi serta jasa
masth mengalami pertumbuhan yang positif. Pada
wahun 2002 pertumbuhan ekonomi Riau masih di atas
sertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan
-fonomi Riau pada tahun tersebut adalah sebesar
5:59% sedangkan Indonesia hanya mencapai 4,12%.
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Struktur ekonomi Riau lebih dominan

)

dipenigaruhi oleh pertanian dan industri pengo-
hane Peranan industri justru lebih besar dati pet-
nian. Pada tahun 1998 peranan sektor pertanian
alab sebesar 22,56%. Kemudian ditopang oleh
<tof perdagangan sebesar 17,58%. Pada tahun
"Z'peranan sektor pertanian semakin meningkat

o mencapai 26,02%. Sektor industri berperan
esar 25,99% sedangkan sektor perdagangan

&5,
Keadaan ini menggambarkan bahwa
10omi Riau lebih mengarah pada perkembangan

ot tradisional yakni pertanian. Kalau dilihat
7 toa klasifikasi utama sektor ekonomi, maka
rcdlapat kecenderungan perkembangan ekonomi

- mengarah pada sektor primer. Sektor sekunder

1 tersier justru mengalami penurunan selama lima

0 terakhir. Pada tahun 1998 sektor primer kon-

usinya besar mencapai 25% dan pada tahun
02 naik menjadi 28%. Sedangkan sektor sekun-
“paca tahun 1998 berperan sebesar 33% turun
ny3di 32% pada tahun 2002. Demikian pula

san sektor tersier dari 41% pada tahun 1998

rurt menjadi 39% pada tahun 2002

Berkembangnya sektor primer dalam
<tur perekonomian Riau terkait dengan naiknya
nan ekonomi wilayah-wilayah Riau yang lebih
sandalkan sektor pertanian sebagai basis
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cionomi masyarakatnya. Sesuai dengan karak-
tcristik wilayahnya maka untuk wilayah pedalaman
peranannya makin membesar. Pada tahun 1998
%Zu #rannya baru mencapai 17,94%, maka pada tahun
“’Qi 12 naik menjadi 19,47%. Wilayah pesisir pantai
/uza mengalami perkembangan peranan yang besar
ilam struktur perekonomian Riau. Pada tahun
1998 berperan sebesar 15,58% dan tahun 2002 naik
menjadi 20,38%.

%’ Wilayah-wilayah pesisir ini juga erat kai-
#innya dengan sektor pertanian, baik perkebunan
@Lupun pertanian tanaman pangan. Kontribusi
'&unorm untuk wilayah kepulauan pada tahun
}‘”118 adalah sebesar 10,33% dan pada tahun 2002
zg; un menjadi 9,55%. Keadaan yang sama juga
&rjadi di wilayah perkotaan dimana pada tahun
1998 kontribusi ekonominya mencapai 48,03%
dan tahun 2002 turun menjadi 45,62%. Penurunan
kontribusi wilayah perkotaan terjadi akibat
menurunnya peranan Batam dari 30,83% pada
i#hun 1998 menjadi 26,54% pada tahun 2002.
e Pada awal 2001 di Indonesia mulai diterap-
kzn otonomi daerah. Implementasinya sangat
renguntungkan Provinsi Riau. Adanya kewena-
nean yang lebih besar dari implementasi otonomi
dﬂ(.rah di Indonesia membuka kesempatan bagi
R:mu untuk mengelola SDA yang dimilikinya. Me-
lzﬂm UU No. 25/1999 transfer keuangan dari

P
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merintah pusat ke pemerintah daerah cukup

i~ Riau sebagai penghasil SDA yang besar
1peroleh transfer keuangan yang besar pula dari
crintah pusat, baik untuk pemerintah propinsi
Jun untuk pemerintah kabupaten.

Pada tahun anggaran 1998/1999 total
afran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
ins1 Riau baru mencapai Rp 325,812 milyar,
a-pada 2002 jumlahnya naik lagi menjadi Rp

4:321 milyar. Kondisi yang sama juga terjadi

. pemerintah kabupaten dan kota di Riau.
iz 2002 transfer pemetintah pusat ke peme-

tab-daerah di Riau (provinsi dan kab/kota)
ncapai Rp 8,036 triliyun.

Fenomena di atas membuktikan bahwa ke-

crsedfaan SDA dan dana yang besar tidak men-
‘amin-wilayah itu akan berkembang. Kesenjangan
lacrah kota dan desa menunjukkan masalah yang
clekat dalam pengembangan wilayah Riau.
serlukan adanya strategi dan program pemba-
upan yang tepat untuk menjamin adanya
w;ﬁiﬂmgan ketimpangan tersebut. Jangan hanya
-ngerjakan proyek yang sia-sia dan melakukan
mborosan belaka. Proyek-proyek yang meng-

skan biaya tetapi tidak bermanfaat bagi rakyat
ticlak memberikan tambahan hasil bagi Riau
s dienyahkan dalam program pembangunan
~Jangan sampai terjebak pada apa yang
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d&éenaral orang Melayu sebagai, “Upah lalu bandar
i3k masuk.”
Melalui otonomi daerah diharapkan per-

(g mance pembangunan akan lebih baik. Terutama
ﬁl dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat.
\Z,C] ah satu ukuran keberhasilan pembangunan
aglalah distribusi pendapatan. Berdasarkan data
rernyata di Riau terdapat pengurangan porsi pene-
cinaan pendapatan bagi penduduk 40% berpen-
ﬁpatan rendah. Pada tahun 1998, 40% penduduk
herpendapatan rendah menikmati 23,47% Produk
% 'mestik Regional Bruto (PDRB) Riau dan pada
@un 2002 turun menjadi 21,74%.
= Sedangkan kelompok penduduk 20%
Herpendapatan tinggi pada tahun 1998 mempe-
d8lch porsi mencapai 40,15% dan pada tahun 2002
15k menjadi 40,99%. Kelompok penduduk 40%
erpendapatan menengah mampu menikmati
listribusi pendapatan sebesar 36,38% pada tahun
1998 dan naik menjadi 37,28% pada tahun 2002.
\;LLsklpun masih tergolong moderat, kenyataan ini
ncnun]ukkan adanya peningkatan kesenjangan
dalam distribusi pendapatan di Riau selama lima
tahun terakhir.

3 Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Riau
|uga dapat diamati dari naiknya Index Gini Ratio
:f:ﬁ(;R). Pada tahun 1998 IGR adalah sebesar
10,2937, sedangkan pada tahun 2002 naik menjadi
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).5108. Semakin besar IGR maka semakin tidak
mpurna tingkat pemerataan pendapatan. Selain

umlah penduduk miskin di Provinsi Riau pun

1silyrelatif besar dan bahkan cenderung mening-

Berdasarkan data BKKBN pada tahun 1998

1dusluk Prasejahtera Alasan Ekonomi mencapai
16% dan Sejahtera I sebesar 8,09%. Berarti jum-

nasyarakat miskin di Riau pada tahun tersebut

engapai 10,95%. Ironisnya pada tahun 2002
nlah penduduk prasejahtera naik menjadi 7,06%
.0 Sejahtera I membengkak menjadi 15,07%.
ratél pada tahun 2002 penduduk miskin Riau
cna alasan ekonomi mencapai 22,13%.

Ternyata di Riau dalam era otonomi dan

scptralisasi terjadi ketimpangan pendapatan
.ng #nakin tinggi meskipun pertumbuhan eko-
'mitinggl dan dana anggaran pemerintah (govern-
rent expenditure) makin membesar. Fakta ini
nenunjukkan adanya #rade-off antara pertumbuhan
n kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertum-

2 ckonomi, atau semakin tinggi tingkat pen-

a0 per kapita, maka semakin besar perbedaan

.ra kaum kaya dengan kaum miskin.

Hal ini sejalan dengan apa yang selama ini

lkenal dengan Hipothesis Kugnets (Norman G,

'3 vang menyatakan bahwa dalam jangka

ndek ada korelasi positif antara pertumbuhan

lipatan perkapita dengan kesenjangan pen-




Raja Buncit KedeKut

bt i e i

dipatan. Dalam jangka panjang hubungan
tccluanya menjadi korelasi yang negatif. Hanya saja
:#ituk kasus Riau tidak dapat ditentukan seberapa
lama waktu jang-ka pendek tersebut akan dan harus
berlangsung.

Terdapat beberapa faktor yang menyebab-
«an naiknya jumlah penduduk miskin karena alasan
ckonomi di Riau. Perfama, sebagai akibat dari me-
ningkatnya kesenjangan di Riau baik dalam dis-
“ibusi pendapatan maupun penguasaan asset-asset
“konomi. Kedua, implementasi program pembangu-
1an yang belum mampu memberdayakan masya-
ritkat. Tarik-menarik antara kepentingan legislatif
12n eksekutif telah melahirkan program dan alokasi
‘o garan yang kurang optimal, baik di tingkat pro-
vinsi maupun kabupaten/kota.

Ketiga, sejalan dengan implementasi oto-
1omi daerah maka Riau menjadi wilayah yang
sangat menarik bagi pencari kerja di luar Riau.
\nggaran pemerintah daerah yang meningkat
memberi daya tarik tersendiri bagi datangnya
oring-orang ke Riau untuk memperbaiki hidupnya.
Serdasarkan data tahun 2002 migrasi ke Riau
mencapai 206.514 orang, Akibatnya pertumbuhan
penduduk Riau relatif tinggi yakni 3,73% pertahun
lan sebagian besar disebabkan oleh migrasi masuk
vang tinggi. Bila diamati dari perkembangan ting-
<4t pengangguran terbuka keadaan tersebut sema-
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St g 2 A

Jn tezbukti, Pada tahun 2002 terjadi kenaikan yang
ot tajam Tingkat Pengangguran Terbuka di

1=bila tahun 1998 baru sebesar 5,1% maka

cagahun 2002 naik mencapai 8,05%.

Adanya berbagai fenomena di atas men-
ninkan masih diperlukannya kebijakan-
‘fAkan pembangunan yang mampu secara
215 menggunakan setiap potensi ekonomi yang
i Riau bagi perbaikan kesejahteraan masya-
to Keberhasilan melakukan pembangunan

i -hanya diukur dari pencapaian produktivitas

) tinggi, tetapi juga adanya penduduk yang

lemur dan sejahtera secara merata. Kebijakan
tonemi yang terpadu secara lintas wilayah mutlak
iperiukan untuk memperoleh hasil yang optimal
‘arl pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang

‘dia bagi berkembangnya kesejahteraan mas-

varakat Riau secara merata dan berkesinambungan.

Kebijakan pembangunan harus diarahkan

2 kelompok sasaran yang tepat terutama sekali

Jau redistribusi asset ekonomi yang berorien-

si pEmerataan. Bagi masyarakat miskin pedesaan
ses untuk mendapatkan lahan, pengetahuan,
it dlan interaksi yang adil terhadap pasar harus
1li masyarakat miskin secara optimal. Sedang-
. untuk masyarakat miskin perkotaan harus
rabkan pada perluasan kesempatan kerja dan

dlkan produktivitas dari peketjaan yang sudah

155
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aﬁa. Kebijakan yang ditujukan terhadap pening-
k@tan pemerataan pendapatan dan penghapusan
I%mlskman jelas harus mempunyai komitmen
politik yang memiliki persesuaian antara tujuan
Jg;n cara pencapaiannya. Sekedar niat baik saja
tidaklah cukup. Penanggulangan masalah memer-
\#an penanganan yang rinci, holistik, dan berke-
sinambungan. ¢
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(£ HULU SERENTAK GALAH,

HILIR SEREMPAK DAYUNG

199ali Potensi PAD dalam Konteks Otonomi Daerah)

: --}r.momi daerah telah semakin dipertegas

cdengan diberlakukannya UU No. 22/1999

ntang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/
V9% rentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbeda dengan UU
No. 5/1974, keberadaan daerah kabupaten nan-

1vasmemiliki peran yang lebih besat. Di satu sisi,

adaan ini memberi peluang pada daerah untuk
crkembang atas kemampuannya sendiri. Di lain
s1, membawa konsekuensi berkembangnya orga-

s1 yang memerlukan penataan secara profe-

sional, terutama bidang SDM dan keuangan

[Lonsep otonomi daerah pada dasarnya ber-

caitant erat dan berpangkal pada tiga masalah po-
i, yakni pembagian wewenang, pembagian
nggung jawab dan tersedianya sumber-sumber
weuangan yang ada pada berbagai tingkatan peme-
tahan. Menurut GK. Shaw (1999) dalam Inter-
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B e _?memzerzta! Fiscal Relatzan, hal terpenting dalam
2882 otonomi daerah adalah mereka mempunyai sumber
2883 sendapatan yang elastis, tidak tergantung dari pada
2823 1571 dana tersebut. Selain itu, GK. Shaw juga
mienyebutkan daerah mempunyai keleluasaan
-._lii;l;am pengeluaran-pengeluarannya, sehingga
-'!i;‘é:p‘at melaksanakan fungsi untuk memberikan
pelayanan masyarakat terbaik.
. Keleluasaan daerah dalam hal keuangan
m nurut KJ. Davey (1999) dalam Financing Regional
u verment dapat dibedakan dalam empat tingkatan.
er/ama, pemerintah daerah mempunyai kebebasan
w nuh dalam penentuan tujuan maupun jumlah
g iengeluaran-pengeluarannya. Kedua, pemerintah
3 m_ rah mempunyai kebebasan penuh dalam penen-
=5 ‘20 tujuan pengeluaran-pengeluarannya dalam
: 2 5 batas-batas yang digariskan pusat. Ketjga, peme-
g 2 intah daerah mempunyai kebebasan dalam penen-
‘uan tujuan pengeluaran sesuai dengan fungsi dan
2 B lalam jumlah yang telah digariskan pemerintah
g 4 busat. Keempat, pemerintah daerah mempunyai
kebebasan menggunakan uang dalam batas tujuan
: cdan jumlah yang telah digariskan pusat.
~  Persoalan otonomi daerah di Indonesia
memang telah mengalami banyak perubahan.
Viulai dari UU No. 1/1945, UU No. 22/1948, UU
No. 1/1957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974,
dan terakhir UU No. 22/1999 dan UU No. 25/

I k.) R T
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199:5ampai pada pemberlakuan UU No. 5/1974,
claksanaan otonomi daerah tersebut hanya bagus

tas kertas. Aturan pelaksanaan untuk merea-
1ya sangatlah tidak memadai. Sistem peme-

intahan masih terjebak pada tingkat keempat
Jamy arutan keleluasan daerah.

Pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No.
1999 menjadi tumpuan yang sangat penting
daerah. Sistem pemerintahan berdasarkan
ino-undang ini memberikan keleluasaan daerah
| diseretion) untuk menjalankan fungsinya secara

h baik. Semakin besar keleluasaan daerah da-

menggali potensi yang ada di daerah, maka

akin besar pula kesempatan daerah mendapat-
o péndapatan untuk pembiayaan pembangunan
aerahnya. Menyikapi hal ini, NP. Hepworth

9} dalam Public Expenditure Controls and Local

verment memandang bahwa semakin independen

uatu daerah, akan makin memungkinkan daerah

scbutuntuk memperoleh pendapatan yang besar.

\izg2a, posisinya akan semakin baik dalam

nemberikan pelayanan masyarakat (public service)
o berkualitas.

Pada masa mendatang, jika pemerintah Indo-

12 vang baru nanti memang konsisten untuk
‘netapkan azas otonomi daerah yang berotientasi
da‘pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan

a2 kedua undang-undang tersebut, diperlukan
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up aya yang konknt untuk mengldcntlﬁkam potensi
vang mungkin digali sebagai sumber-sumber pen-
dapatan daerah. Dana perimbangan yang bakal
irerima harus dijadikan modal untuk mendorong
timbuhnya kemandirian daerah, khususnya dari
ek terbentuknya kreativitas daerah melahirkan
s#mber pembiayaan (revenue centre).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nan-
inva akan terdiri dari empat macam, yaitu Pajak
\#ierah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik
(3aerah, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan
swmber pendapatan daerah itu sendiri selain PAD
\£an diperoleh dana perimbangan, pinjaman
{zcrah, dan lain-lain PAD yang sah. UU No. 25/
1999 pada penjelasan pasal 5 ayat 1 jenis-jenis
13jak daerah dan distribusi daerah sudah akan
I5esuaikan dengan kewenangan yang diserahkan
<c daerah.

Selama ini masih banyak sumber PAD yang
sclum tergali dengan baik. Komponen PAD pada
pumnya relatif sangat kecil, walaupun secara
<uantitatif komponen ini banyak. Mekanisme
pungutan PAD juga terlalu birokratis, sehingga
1451 pungutan dibebani biaya tinggi. Lebih rumit-
1y lagi, sistem informasi pemerintahan dan kemas-
varakatan di Indonesia sangat tidak memadai se-
ningga potensi kurang dapat diukur dan diestimasi
scrara optimal.
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Masyarakat sendiri belum memiliki kesadaran

ngomenunjang. Peran sertanya masih minim,
ningga efektivitas pungutan dan efesiensinya

ndah. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah

VD) menjadi unit usaha strategis dan pro-
gl di daerah tidak pula memadai. BUMD
2k yang hanya menjadi cost centre, bukannya
ungsi sebagai pendapatan. Selain BPD Riau,
sahaan daerah yang lain kontribusinya sangat
“pnemadai atau bahkan tidak ada sama sekali.
‘1 yang terjadi keberadaan perusahaan tersebut
‘4 menjadi beban APBD.

“engamati perkembangan Provinsi Riau
begitu pesat dan tuntutan perkembangan

hadap pelayanan masyarakat, peningkatan PAD

1 dilakukan dengan menggali potensi dan pola

pengélolaannya secara optimal. Jaringan informasi
rpadu sangat dibutuhkan agar keberadaan poten-

rdata dengan akurat. Pemerintah tidak dapat
2 mengandalkan keberadaannya sebagai
%% birokrasi yang selama ini relatif arogan.

p4 partisipasi dan peran serta masyarakat, serta
didulaung sistem informasi yang terpadu antar
‘embiga, maka upaya meningkatkan PAD tidak

memadai.

DPRD harus pula tanggap untuk melahirkan
16kat hukum dalam bentuk Perda agar potensi
' yang ada dapat direalisir. Dalam perspektif
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n{_:ﬁsyarakat Melayu istilah, “Ke bulu serentak galah
ke hilir serempak dayung” kiranya bisa dijadikan
-;%rat mutlak untuk diberlakukan. Mengisi “kocek”
dacrah memang memerlukan kerja keras, namun
yiﬁmranya adalah kemandirian dan keleluasaan
untuk berbuat bagi kepentingan daerah itu sendiri.
_Hhruk memulainya, transparansi, dan prinsip kea-
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TIGO TUNGKU SEJARANGAN

g 7 M emd;a Model Pemerintahan Daerah Otonom)

elu) neje yuUy uesy

?tmomi daerah sebagai starting point dalam

" Nd pemberdayaan rakyat, nampaknya masih
Jkanf#hendapat ganjalan oleh banyak hal. Pertama,

knnnya Rancangan Undang-undang Kesela-
ta¥ dan Keamanan Negara (RUU KKN) yang
pabifa disahkan secara langsung akan berakibat
la/iiclak terlaksananya otonomi. Undang-undang
tanyalah perubahan bentuk dari undang-
ing subversib yang sebelumnya telah dicabut.
Kelahiran UU KKN akan memberikan ke-
saan yang terpusat pada presiden selaku
lmla Tertinggi TNI. Ini akan memberikan
ﬂ;ﬁar terciptanya pemerintahan militer ter-

selubung di Indonesia secara de jure. Namun, fakta

i lapangan akan menempatkan pihak keamanan

'NI<an Polri) semakin dominan mengambil alih
sektor sektor masyarakat seperti yang selama ini

terjadh.

Kedua, selama pemerintahan transisi, keber-
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] m«llan menyusun undang—undang tentang otonomi
tidak diikuti oleh upaya untuk merujuknya dalam
nolittk pemerintahan Indonesia. Buktinya nampak
iengan disiapkannya country program sebagai
pengganti JPS oleh pemerintah. Country program
vang bersifat jangka menengah, tidak lain merupa-
«n sarana legitimasi sentralisasi kebijakan peme-
rintah pusat dalam melaksanakan pembangunan -
masyarakat.

Meskipun pengelolaannya bersifat desentra-
l[sasi, namun tingkatnya masih mengarah pada
webijakan yang terpusat. Ada baiknya, program
némberdayaan rakyat tidak dirancang oleh pusat,
wetapi diserahkan kepada daerah, mengingat pe-
jaantauan permasalahan masyarakat secara kon-
1#ct hanya dapat dilakukan di daerah. Untuk itu,
seala program pembangunan masyarakat harus
liserahkan ke daerah secara utuh. Apalagi yang
berasal dari pinjaman luar negeri agar kebocoran
tidak banyak terjadi.

A Ketiga, rencana eksodus SDM pusat ke daerah.
Viasalah klasik ini ternyata masih dijadikan pem-
benaran terhadap kebijakan yang justru kontra-
produktif dengan pemecahan masalah SDM itu
sendiri. SDM di daerah, tidak akan pernah men-
dapat pembelajaran yang efektif, bila ia tidak diberi
esempatan untuk menentukan kebijakan sendiri.
Untuk mengatasi kelangkaan tersedianya
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SD \f li bidang teknik di daerah misalnya, tidaklah
cdiperlukan eksodus SDM dari pusat. Biarkan pro-

'~ _ses im terjadi secara alami. Ibarat kata pepatah,

B ey

[D: mana ada gula di situ ada semut’. SDM daerah
n'termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri-
va agar tidak digrogoti “semut-semut” pendatang.
Sila semut-semut itu dipaksakan dan sengaja di-

5 akat

- £ dai ngkan dari pusat untuk menggrogoti “gula
dacrah”, maka yang akan terjadi adalah konflik

ccetiburuan.

Leempat, suhu politik yang memanas, khu-

nya dalam mengantisipasi Sidang Umum MPR,
nyébabkan aspek yang lebih essensial bagi pem-
rdayaan rakyat menjadi dinomorduakan.
Orietitasi elite politik lebih mengarah pada pere-
tamwkursi presiden dan berbagi kekuasaan. Ber-

\ulannya kasus perbankan, sebenarnya tak
pas dari kaitan itu. Muatan politiknya lebih

oul, keimbang upaya membersihkan bangsa ini
i1 para koruptor dan kolutor.

_Mencermati keempat fakta tersebut di atas,

masyirakat di daerah harus cepat tanggap. Daerah

harus berpacu dengan waktu dan kecepatan peme-

rintal pusat dalam mempreteli pemerintah daerah.
‘emetintah pusat mempretelinya untuk memper-

hankan dominasi kekuasaan pusat terhadap

lacrah. Sedangkan pemerintah dan masyarakat di
lacrah harus mempretelinya untuk melihat pe-
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lanng yang sesegera mungkm untuk ditindaklanjuti
dari terbukanya pintu gerbang otonomi daerah
maelalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999.

Daerah harus memformulasikan sistem dan
model pemberdayaan masyarakatnya secara man-
difi. Model dan sistem tersebut harus dimulai
cf£ngan mengatur tata pemerintahan yang berorien-
tas: pada budaya masyarakat tempatan. Artinya,
harus diupayakan mengintegrasikan segenap kom-
ponen dalam pengambilan keputusan pembangu-
1an masyarakat.

Fioo Tungku Sejarangan
Sistem dan mekanisme pemerintahan ter-
pdclu antara aparat pemerintah formal dengan
p&mimpin informal yang ada (adat dan agama)
Warus diciptakan, sehingga partisipasi masyarakat
Japat ditumbuhkan secara melembaga. Melalui UU
No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 kemungkinan
untuk itu semakin lebar. Selama ini, keterlibatan
izkoh adat dan agama hanya dilakukan bagi kepen-
tingan politik aparat birokrasi. Dalam pengambilan
keputusan pembangunan dan pelaksanaannya,
mcreka hanya menjadikan alat stempel atau justi-
fikasi saja.
Integrasi adat dan agama dalam tata peme-
rintahan sebenarnya sudah teruji keampuhannya.
Rezim pemerintahan Orde Baru justru melemah-
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oo kan cksistensi itu untuk kepentingan memper-
5 tahagkan kekuasaannya. Dalam perspektif adat,
552 .diK @1ntan Singingi misalnya, keterpaduan antara
: cnguasa dengan pemimpin adat dari agama ter-
rmm dari falsafah adat mereka.
~Pemerintah yang kokoh dalam perspektif adat
. Cuaritan Singingi harus ditopang oleh apa yang
sebut Tigo Tungku Sejarangan, yakni pemuka adat,
5 limwlama, dan cerdik pandai (cendikiawan).
;':Hlyi keberhasilan pemimpin akan ditentukan
‘eh 'dukungan ketiga elemen tersebut, baik dalam
peng@mbilan kebijaksanaannya maupun dalam
pelakEanaan dan pengawasannya.
g ~Oleh karena itu, ketiga elemen tadi sering
% dischdt Tigo Taki Sepilin. Sebab ketiganya meru-
* sakatisub-sistem yang tak terpisahkan dalam suatu
© sisterf secara keseluruhan. Manajemen pemerin-
8 < ‘han akan lebih mudah dijalankan karena tiga
<omponen tadi. Mengakar ke masyarakat dan
g 8 lematika masyarakat dapat disalurkan melalui
g 5 ket g pintu itu. Tidak ada dominasi kekuasaan
"o engarah pada kediktatoran, karena eksis-
‘ensi penguasa justru lahir dari masyarakat melalui
pemuka agama, pemuka adatnya, dan para cen-
likiawannya.
‘Lualitas keberadaan rakyat dalam tata peme-
italan yang mengacu pada adat, jauh lebih baik
~ dari 4pa yang selama ini diterapkan oleh rezim

enelul) neie a4y uesinus
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Orba. Kedudukan seseorang dipandang sebagai
pribadi utuh sesuai kedudukan dan fungsinya
dalam masyarakat. Ini tercermin dari apa yang di-
sebut adat, Nan kuriak iolah kondi, nan sirab iolah

700. Nan baiak iolah budi, nan indah iolah baso.
Apyuik batuluang, ilang bacari (Yang kurik ialah
#ndi, yang merah ialah saga. Yang baik adalah
budi, yang indah ialah bahasa. Hanyut ditolong,
ailang dicari).

~ Tujuan tatanan masyarakat seperti ini adalah
mienghormati yang tua dan mengasihi yang kecil.
%ama besar dibawa berkawan dan yang lemah
dibantu. Untuk itulah, kedudukan seseorang seba-
#a1 anggota komunitas memiliki kewajiban yang
idma, Sehino semalu, seborek seringan.

: Susunan masyarakat tertumpu pada ururtan
vang sistematis, Negori berompek suku, dalam suku
beporuik. Kampuang dibori betno, rumah dibori betung-
canai, dengan ketentuan, Kemenakan berajo ke
mamak, mamak berajo ke penghulu. Penghulu berajo ke
yzupokat, mupokat berajo ke nan bonar nan manuruik
dina jo patuik. Ado nan patoik tapi dak mungkin, ado
nun mungkin tapi dak patuik. Kedudukan seorang
pemimpin ditata untuk bersifat adil dan mengayomi
sebagaimana yang disebut dalam adat, Mengati samo
lorek, menguji samo sira. Tibo pek poruik jan dikem-

pekan, tibo pek mato jan dipiciangkan, Godang jan

vicimpik, lowe jan menyaok.
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Kewajiban pemlmpm tcrhadap masyarakat—

va sangat tegas dan rinci. Sebagaimana dituangkan
alanz ataran adat, Kayu godang di tonga padang, boke
indzang kepanasan, boke betodua kenjanan. Urek

baselo, batang boke besandar. Tetogak menjadi

S5 waray, telilik menjadi pengobek, tebelintang menjads

bk Kan poi boke betanyo, baliak boke becerito.
‘uang untuk mengembalikan tata pemerintahan
“rll ini, terbuka lebar dengan diberlakukannya

N 22/1999 yang memuat otonomi daerah. ¢

®)
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fMenyongsong Implementasi Otonomi Desa di Riau)

fg)roses pembangunan di Riau memasuki babak
£ baru yang harus disikapi secara seksama dan
lirrkelanjutan. Sejak berpisah dengan Kepulauan
l&iau luas wilayah makin berkurang. Luas wilayah
(faratan makin dominan karena sebagian besar
iSilayah perairan menjadi milik Provinsi Kepri.
[amun, sebahagian besar wilayah pesisir masih
berpotensi untuk menghubungkan Riau daratan
\engan berbagai pintu gerbang perdagangan dunia.
Walaupun dalam percaturan global entitas
ckonomi tidak lagi mampu dibatasi oleh aspek
serwilayahan administrasi pemerintah, bukan

'ZM rarti strategi pembangunan ekonomi masyarakat

Riau Daratan tidak perlu ditata ulang. Dengan
karateristik pedesaan aliran sungai dan pesisir
pantal proses pembangunan membutuhkan tran-
stormasi sektor primer ke arah industri yang tidak
saja memiliki keterkaitan lini depan-belakang
(orward and backward linkage), tetapi juga pembe-
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LN¢ Lcsampmg (multiplier effect) yang merata.
— Realitas ekonomi yang terjadi selama ini

nenunjukkan perbedaan yang menonjol antara

1

l \.'E-i'\

iau BDaratan dengan Riau Kepulauan. Ciri eko-
omiRiau Daratan lebih agraris dan mengandalkan
rochuksi sektor primer. Sedangkan Riau Kepulauan

¢rnbang melalui sektor sekunder dan tersier

ing banyak ditopang Batam sebagai basis industti.
- [Lonsentrasi ekonomi pada sektor primer di Riau
Daratan menyebabkan masyarakat wilayah ini

curang berkembang. Kondisi infrastruktur yang
kurafiy memadai semakin memperparah ruang
ralk’ckonominya. Nilai tambah yang diperoleh
asyrtakat petani menjadi sangat minim. Struktur
sari-komoditas pertanian yang oligopsonis (de-
an Herkolusi cenderung berperilaku monopsoni)
nenyebabkan penghisapan yang mengenaskan
hadap kelayakan hidup petani. Padahal seba-
agian besar masyarakat Riau Daratan tinggal di
‘lesaan dan menggantungkan nafkahnya pada

pert L;.-nm

- Menyikapi kondisi tersebut Riau Daratan

‘harusnya menata kembali strategi pembangu-

annya. Wajar saja bila ada keinginan untuk

mengibah-suai sasaran jangka panjang dan gt

arg

;2 pendek pembangunan Riau Daratan ke

ar. Fokus perhatian memang harus lebih di-

k};itn ke arah pemberdayaan rakyat untuk

171



Raja Buncit ﬂ(gd'ﬂﬁpt

) e—— e ————— - ST —

ﬂm‘auk dalam dmamlka ekonomi yang lebih cepat
clan lebih mengandalkan mutu sebagai kompetensi
urituk memenangkan percaturan hidup.
Keterbelakangan ekonomi yang dialami
masyarakat pedalaman Riau Daratan selama ini
borawal dari terkonsentrasinya mata pencaharian
pacla satu sub-sektor, yakni perkebunan, karet, dan
telapa. Infrastruktur yang tidak memadai dan
‘ekanan para tengkulak menyebabkan kehidupan
dkonomi rakyat terbelenggu pada system ijon yang
sangat mencekik. Mereka tinggal di pedesaan
dengan mengandalkan teknologi bertani yang
{zrang memadai. Pendidikan yang rendah menye-
#abkan kemampuan untuk mandiri relatif terbatas.
Uintuk itu, perhatian yang lebih serius terhadap
pembangunan pedesaan merupakan hal yang tidak
ti5a ditawar-tawar. Pemerintah Provinsi Riau yang
ngin mengisi tahun 2005 ini dengan program pem-
bangunan melalui pemberian otonomi desa sangat
menjanjikan. Jika implementasinya dapat berjalan
7tk maka rakyat pedesaan akan merasakan adanya
kéberpihakan vang nyata. “Ayam memang harus ber:-
wiuk dan sirih haruslah berjunjungan.” Posisi mereka
vang lemah tidak mungkin dilepas untuk bersaing
dengan kelompok masyarakat lain yang lebih maju.
Menurut AT. Birowo (1982) dalam tuli-
sannya berjudul Perencanaan Pembangunan Pedesaan
Jan Pelaksanaannya, pembangunan pedesaan adalah
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. suatuproses perubahan dalam masyarakat desa,
mana kemiskinan akan dihapuskan dan krea-
_tivitasserta tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh
pisan miskin akan dimanfaatkan sepenuhnya.
apisan miskin harus mampu memanfaatkan
umbes-sumber masyarakat dan lingkungan yang
rsecta dan juga harus didorong untuk ikut dalam
1trol sumber daya yang berasal dari luar lingku-
1 pedesaan. Dewasa ini sudah banyak sumber-
mber pedesaan yang terkuras dan bahkan ber-
dah rangan kepada para pemburu rente. Oleh
cnahya pembangunan pedesaan harus meling-

tiga strategl, yakni peningkatan standar kehi-
o, partisipasi massal, dan merangsang proses
mandiri (self-sustaining process).

- Sangat perlu disadari bahwa kesejahteraan,
ifhaian, dan kebahagiaan hidup masyarakat
saan tidak mungkin “dianugerahkan” oleh

nerintah. Masyarakat sendiri harus bertindak

sckerja. Kiriteria keberhasilan dalam pengem-
3 SDM pedesaan bukan hanya pemenuhan

| penyediaan kebutuhan material, tetapi juga
magpuan masyarakat desa itu sendiri untuk
umbuh dan berkembang. Junjungan hanyalah
\ediauntuk menjalar, sitihlah yang harus berbuah.
Lcbil tegas lagi jangan sampai pula junjungan yang
nenghisap makanan sirih sehingga bukannya ia
rdaun tetapi malah mati kekeringan.
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Bcrkcnaan dengan penguatan otonomi
desa dalam Rakor Gubernur tanggal 16-17 Juli
2005 dikeluarkan beberapa rekomendasi yang
wirus dilaksanakan pemerintah ¢/q Departemen
\Jalam Negeri. Perfama, segera menetapkan pedo-
mun tentang alokasi bantuan keuangan dan stan-
dardisasi dan kriteria pengalokasian bantuan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
fcabupaten kepada Desa dalam rangka memper-
{&pat perwujudan otonomi desa. Berbagai pedo-
man teknis yang berkaitan dengan otonomi desa
isiruk pemerintah provisi, kabupaten, dan perang-
2t desa harus segera dipersiapkan

Kedua, mengadakan sosialisasi makna oto-
ifomi desa pada seluruh jajaran pemerintah pro-
vinsi dan kabupaten. Termasuk melakukan
publikasi tentang makna otonomi desa melalui
media massa. Ketiga, menetapkan standardisasi
peningkatan pengetahuan dan keterampilan penye-
lenggara pemerintahan desa dalam mengelola desa
#n melakukan pembangunan dan pembinaan kehi-
cjupan masyarakat. Keempat, menerbitkan data
wilayah desa dan pedoman teknis pengelolaan
sumber-sumber pendapatan desa.

Menurut Selo Sumardjan, di dalam rangka
otonomi ukuran baik adalah apabila pemerintah
yvang otonom di daerah itu mengarahkan pemerin-
tahannya kepada keamanan, kesejahteraan, dan
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-?:--_Ll*fﬁg;laan masyarakat desa. Pemerintah harus
ngarahkan sebahagian besar kekuatan dan sum-
2 .berd pfmya untuk mengurus kesejahteraan mas-
.:.'.1|\iﬂ. desa. Untuk itu menjadi penting dipahami
KEL ristik rakyat di desa dengan segala dinami-
nyarlan pemetaan yang jelas akan seperti apa
crkethbangannya. Pemerintah harus mencari cara
ar perkembangan ke depan dari masyarakat desa
Jasl makin sejahtera, bukannya malah mem-
ﬁt hidupan rakyat desa semakin rumit dan
. :mgg'lrkan
Suht untuk membiarkan sendiri masya-
esa berkembang ke pola-pola hidup yang
.. Ini malah akan menyebabkan kehidupan
men]ach tidak nyaman. Untuk mengadakan
!:1 istematik dalam melihat masyarakat desa,
#:mardjan menjelaskan harus melihat kepada
clayaannya sebagai hasil dari pemikiran rakyat
menimbulkan ideologi sebagai hasil perasaan
menelorkan nilai-nilai dan hasil dard pekerjaan
#cmbuahkan produk-produk nyata.
Y Model implementasi otonomi desa yang
&liraja oleh Pemerintah Riau dengan sendiri-
'va hirus berpijak pada seberapa kuat kemampuan
. memperbaiki kehidupannya dan sebesar apa
' Jtln pemerintah yang dibutuhkan untuk
cnopang atau memberi junjungan agar kualitas
hidupan rakyat desa semakin membaik. Birokrasi

oday
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vang berbelit-belit hanya akan menyebabkan
lcepercayaan masyarakat terhadap keseriusan
ﬁ}‘r';gram dijalankan secara baik malah berkurang.
iontrol yang asalan dapat mempertegas anggapan
s¢lama ini bahwa setiap yang dikerjakan pemerintah
untuk rakyat hanyalah hibah yang tak perlu diper-
manggungjawabkan secara sungguh-sungguh.
Selama ini memang tidak ada sanksi yang
tecas bagi para perusak program pemberdayaan
takyat, tetapi itu bukan berarti menjadi sinterklas.
demahami rakyat, memberi mereka kepercayaan,
mendampingi mereka untuk memberikan perto-
ongan terhadap hal-hal yang kurang mereka pa-
‘ami dan mewaspadai secara dini adanya faktor
pengganggu (aparatur yang korup, budaya rakyat
\“ng ingin serba instant), serta membebaskan
rakyat dari tekanan rente-isme adalah kata kunci
untuk berhasilnya program otonomi desa. 4

HO)
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MENGHELA BAMBU SUNSANG

(Refo _em asi Birokrasi Riau di Era Otonomi Daerah)

J, 19A!

410 A

nel

ok terbayangkan bagaimana gejolak pikiran
[b;ua petinggi Riau sempena kunjungan Men-
1N 4@111 Holtikultura ke Kecamatan Bukitraya

q@ivaru Sebagaimana diberitakan ada jawaban
01 @n masyarakat ketika ditanya oleh Pak Men-

' EJ 3 mengungkapkan bahwa tidak diterimanya
. ‘“{. perasi Pasar Khusus (OPK) oleh mereka

1207 ini. Padahal laporan yang diberikan oleh

»at Riau pada Pak Menteri sebelumnya me-
utkan bahwa masyarakat sudah menerimanya.
Fntah apa yang ada di benak para birokrat

't @, sehingga beras untuk kaum miskin pun
-cka sikat. Perasaan malu kepada diri sendiri

pe r{_mya sudah tenggelam. Mungkin rasa takut
. Allah Swt juga tidak lagi mampu mengusik

me rclta, sehingga begitu beraninya mereka mema-
kan hak fakir miskin.

“ejanggalan seperti ini mungkin tidak akan

run %k.ap pada masa lalu. Sebab, setiap kunjungan
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pejabat tinggi pusat ke daerah untuk bertemu
wicara dengan masyarakat selalu disiapkan orang
vang akan bertanya dan menjawab. Laporan asal
xapak senang (ABS) menjadi trend pemerintah
‘c2im Orba. Pada era reformasi sekarang, ternyata
nereka kena batunya. Spontanitas masyarakat
nenunjukkan bahwa mereka mulai terdidik untuk
nembela kepentingannya dan transparansi, ter-
1wata mampu dijadikan alat untuk mengefisien
dnerja pembangunan.

Dalam tataran yang lebih luas, di Indonesia
s#at ini memang sedang bermunculan berbagai

S

dasus kejahatan birokrasi (bureucratic crime) yang
nemprihatinkan. Dimulai dengan Soebarto Gate,
[Fuck REO gate, Ghalib Gate, dan banyak gate-gate
ainnya. Kasus paling akhir yang sangat meng-
ntbohkan adalah Ba/i Gate. Belum lagi kasus-kasus
ang berkaitan dengan berbagai peristiwa keru-
wuhan di seantero tanah air seperti Aceh, Ambon,
lan Batam. Masyarakat seperti disuguhkan sebuah
#diwara bersambung yang tak kunjung usai.
Habakan demi babakan makin menyengsarakan
rakyat, namun anehnya penyelesaian yang ditunggu
miakin kabur.

Dalam suasana demikian, para birokrat ter-
nyata makin tidak bijak. Mereka justru makin
niengkhawatirkan perilaku massa tanpa mencoba
intuk menelusuri sebab timbulnya perilaku ter-
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w;imt;dalam kaitannya dengan perilaku mereka.
Ka uanlIOkrat ma51h membutakan mata dan hati

omer d&a Banyak sekali penyelewengan yang terjadi
ari t@}uan organisasi para birokrat. Pelayanan
senantiasa diubah menjadi penguasaan. Kasus
BPPN adalah contoh konkrit dari masalah ini.
Secara fundamental, disfungsi birokrasi di
ndopesia terjadi karena sistem yang dibangun
lamig ini mengandung banyak kelemahan. Over
;@wentafzzatm misalnya, telah menimbulkan
20 cicroral yang bermuara pada kerancuan peren-
ua pembangunan dan pelaksanaan yang tidak
en quaa.l sasaran. Proses koordinasi menjadi tidak
lpn‘ karena masing-masing departemen memi-
Wuet sendiri yang menjadi ukuran prestasi
erciel
iLecenderungan lain adalah rumitnya for-
as, yang justru mereka bangun sendiri, telah
ngakibatkan inefisiensi dalam pengambilan
‘@yan. Regulasi dibuat pada mulanya untuk
nenata sistem, namun karena saling terpisah me-
chbablkan berbagai produk perundang-undangan
aling *hetbenturan satu sama lain. Pada akhirnya
ang EL rjadi adalah melakukan pelecehan terhadap
aturan i sendiri.
Sepanjang mereka memperoleh manfaat dari
1:9.11 demikian, maka perilaku seperti ini
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dlitolerir saja. Hasilnya adalah menaburnya kolusi
<lan korupsi di Indonesia. Secara spesifik dalam
#ancah perekonomian, ternyata banyak pula pe-
fabat birokrasi pemerintah dengan dukungan mesin
politiknya menguasai lisensi usaha. Kontra-
diktifnya muncul ketika penguasaan terhadap
fsensi itu tidak mampu menilai dampak didiri-
kannya suatu usaha bisnis masyarakat. Lisensi
Hanya menjadikan “mesin uang” para birokrat
elalui perilaku kolusinya dengan aktor ekonomi.
“ara birokrat menjadi tidak mampu menilai apakah
isaha itu layak dibuka dari kaca mata kesejah-
[£raan rakyat. Kasus BMA, JRS, SC, dan perusahaan-
fcrusahaan kayu yang membabat hutan Riau
sclalah buktinya.

Penilaian kritis terhadap birokrasai sebenar-
“yasudahlama didengungkan. Alvin W, Gauldener
menggambatkan bahwa posisi birokrasi dalam
sistem budaya industri cenderung infersonal dan
«oruptif. Oleh karenanya, menurut Jurgen Haber-
(@5, agar kedudukan birokrasi memiliki posisi yang
scrimbang, dalam perubahan sistem global dan era
‘formasi saat ini, maka peran mereka sebaiknya
diorientasikan sebagai katalisator.

Menumbuhkembangkan sistem birokrasi
‘ehagai katalisator memang tidak gampang. Selama
#1bha, polesan sistem birokrasi negara sangat sinis
cthadap pemberdayaan rakyat. Slogan ke arah

G
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I\uqﬁ’hteraan memang banyak muncul, tetapi
- realita yang dihadapi masyarakat jauh sekali
: Ther hc{da dengan berbagai spanduk yang mereka
: ;mrtg Untuk mendudukkan penguasa menjadi
opelay an bagaikan, “Menarik Kambing ke Air’ atau
Y u@{)da Bambu Sunsang” Proses ke arah itu, nam-
2 aknya harus dimulai dengan menegakkan sistem
‘merintahan rakyat yang berdaulat.
Antuk masa yang akan datang reinventing
----zziént di Indonesia mutlak untuk dilakukan.
Ralky4i ddak akan pernah berada pada posisi ber-
|bzla bureaucratic crime masih subur. Proses
) ~j,1_:_$1 birokrasi memang akan memakan waktu,
' ..i'ii harus dilakukan secara konsisten dan ber-
.;;» Pertama, pengembangan kualitas SDM

13 “birokrasi agar profesionalisme mereka dapat
--_r,T\ atkan. Caranya tidak hanya melalui pendi-
- & dikan tetapi juga dengan membangun sistem

;awasan secara terpadu. Termasuk pening-
1 kesejahteraan dan sistem karir yang mampu
(katkan motivasi mereka.

" edua, memberdayakan DPR dan DPRD agar
mpu menjadi penyeimbang dalam kebijaksanaan
nbangunan. Wakil rakyat yang memiliki kepe-

.;:rhadap aspirasi rakyat secara efektif akan

4l kontrol para birokrat. Ketiga, law enforcement

sonsisten. Upaya ini dimulai dengan merevisi

agial produk perundang-undangan rezim Orba
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yang memang keberadaannya tidak memihak
rakyat. Penegakan hukum harus pula didukung
olch independensi lembaga peradilan agar tangan-
t4ngan birokrasi tidak menjadikannya sebagai
lembaga stempel pengaburan makna hukum.

Keempat, merampingkan organisasi birokrasi
untuk meningkatkan kinerja efisiensi. Banyak
departemen yang dapat digabung agar kebijak-
janaan dapat terpadu. Termasuk pula melakukan
jsvastanisasi terhadap berbagai institusi publik.
K¢lima, otonomi daerah yang tidak hanya sekedar
retorika. Pelaksanaannya dimulai dengan pem-
fiwrian wewenang terhadap institusi di daerah
untuk menentukan kebijakan termasuk peman-
faatan SDA yang dimilikinya.

Keenam, mereposisi fungsi TNI dan Polri
sccara bertahap ke arah profesionalisme pertahanan
cdan keamanan rakyat. Keberadaan mereka dalam
berbagai institusi, baik negara ataupun swasta ha-
rus dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Ter-
masuk dalam lembaga legislatif yang memang
sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara
demokrasi. ¢




© RUMAH JADI,
- PAHAT BERBUNYI

¥ Dfnar{f};ika Riau Pasca Otonomi Daerah)

lfcngamati perjalanan dan dinamika politik
o1 LV Eyang terjadi di Riau sangat menggelikan

l sclalifus merisaukan. Kalaupun tak dapat di-
""\-‘ﬁll’l sangat memalukan. Reformasi dan

s E 15; 1tum otonomi daerah, ternyata menghasilkan
- °° perilaiu-perilaku politik yang di luar dugaan. “Ter-

ity pada pemberdayaan rakyat, rupanya tidak
#-datang dari ketidakikhlasan pemerintah
- melaksanakan otonomi daerah. Pemain-
g ain politik lokal juga ikut memberikan andil
5 8 besar bagi melencengnya pencapaian sasaran
/asi dan makna desentralisasi.

Hda tingkat provinsi, tergambar dari adanya
\&n mark-up dan manipulasi anggaran pem-

z = unan dalam APBD. Persoalan ini terkuak
' setelah RAPBD disaring dan diteliti DPRD,
i - ctinya, pekerjaan para wakil rakyat pantas
it dengan istilah, “Nasi masak, periuk pecah.”
: twsan terdapat “pengkaplingan” anggaran oleh
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krasivang telah dilakukan sebelumnya.
e 5 131 Kabupaten Pelalawan malah ada calon yang
£ ¢ tidals rerpilih menjadi “merajuk”, karena telah
| & termikan oleh janji-janji politik yang memang tidak
“_”_la Dalam dunia nyata, politik memang sulit
frf_f.e;n:tiﬁkasi, mana lawan dan mana kawan. Rak-
1t térperanjat karena angin politik yang berputar
-sana kemari telah meluluhlantakkan supremasi
‘lni@an dan ketokohan seseorang,
Iﬁ rbeda halnya dengan yang terjadi di Kabu-
patedy; Natuna, Rokan Hulu, dan yang baru saja
@1 Kuantan Singingi. Isu politik vang (7oney
volirifg) merebak setelah pemilihan dilangsungkan
leh ?%inggota dewan setempat. Di Natuna, ada
—vang sepertinya mengakui telah melakukan
_. ‘R uang tersebut. Sayangnya yang bersang-
kutan tidak terpilih dan ingin membongkar adanya
yraktik nang itu di kalangan DPRD. Di Rokan Hulu
ah saat ini, setelah bupatinya dilantik, beredar
010 copy tanda terima uang oleh beberapa anggota
'VH® Bahkan ada anggota DPRD yang meng-
akuiniya, hanya saja mengatakan itu sebagai pin-
jam ni
[ 2bih menggelitik lagi yang terjadi di Kuantan
n iﬁ}_ri Di kabupaten ini ada anggota DPRD yang
h bersedia menandatangani surat pernyataan
h menerima uang, Pernyataan tersebut kemu-
lian g?rhantah lagi seolah-olah adanya pemalsuan.

Jsoday
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l\uu]uran dan kemunaﬁkan “begelinco” (campur-
baur) di sini. Masyarakat sepertinya dipancing
usituk saling berseteru satu sama lain, tanpa meng-
Hiraukan lagi dampak negatif yang akan ditim-
oulkannya. Perilaku politik “kekanak-kanakan”,
séperti dipertontonkan pada masyarakat Kuantan
singingi, yang kabarnya banyak memiliki SDM
serkualitas. “Jor-joran” politik ingin dikembangkan
i1, meskipun pesta demokrasi telah dijalankan
izrsama. Kondisi ini sama dengan bak kata
spatah, “Rumah jads, pabat berbunyi”

Ternyata dari berbagai kasus di atas, tidak
j@mpang memang untuk menciptakan suasana
Jolitik yang apik di Riau. Budaya politik yang
charusnya mengandung etika politik, di dunia
1vata sepertinya “kusut masai”. Masyarakat
nenjadi semakin mudah terbuai oleh siapa yang
crbicara, bukan oleh apa yang dibicarakannya.
'rang gampang saja betjihad untuk seorang tokoh
»olitik, bukan untuk kebenaran hakiki yang
@mpu dipresentasikan oleh tokoh tersebut.

Mencermati semua itu, mungkin ada baiknya
dircnungkan apa yang dikatakan oleh mantan
sirektur Dana Moneter Internasional (IMF) untuk
Asia Pasifik yang sekarang menjadi Chairman
Jentsche Bank Asia-Pasific, Hubert Neiss, yang
nenyatakan, “Secara ilmiah, jika perhatian semua
tang beralih ke isu-isu politik, Anda tidak akan

-1
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wakil- Wakll rakyat untuk kepentmgan prlbadl
mereka. Bahkan mencuat pula persoalan ‘Kope-
r4s1 Dewan’ yang ingin menguasai sejumlah kebun

s2wit dengan tanpa malu-malu mengatasnamakan
wepentingan rakyat.

Fenomena di tingkat kabupaten lebih mempri-
1atinkan lagi, terutama pada kabupaten-kabupaten
»emekaran yang disibukkan oleh pemilihan bupati
|efenitif. Rakyat sangat terkesima ketika di Dumai
sempat terjadi berbagai keributan setelah berlang-
‘ingnya pemilihan walikota. Kejadian yang paling
1ienghebohkan adalah persoalan pemilihan Bupati
K& pulauan Riau. Peristiwa culik-menculik, bahkan
wmpal pada isu peledakan bom, menjadi tragedi
iang memilukan hati masyarakat yang sebenarnya
sahgat ingin berubah kehidupannya menjadi lebih
;cjahtera dan damai dibandingkan sebelum adanya
tonomi daerah.

Lain lagi kejadiannya di Kabupaten Karimun.
[su pemalsuan ijazah oleh wakil bupati terpilih
@ienguak setelah DPRD selesai melaksanakan

pemilihannya. Persyaratan untuk dipilih, baru di-

relid setelah proses pemilihan dilakukan. Tuntutan
sntuk mengulang pemilihan dimunculkan setelah
cbelumnya proses demokrasi diselenggarakan
secara kidmat. Energi yang sudah terkuras sebe-
lamnya harus dikumpulkan kembali dan diarahkan
ifituk mementahkan ulang semua proses demo-
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nemiliki energi tersisa lagi untuk mendorong
rctormasi ekonomi”. Pernyataan ini perlu diresapi
‘arg arif oleh para politisi lokal kita, baik tingkat

“provinsi maupun kabupaten.

secara ekonomi Indonesia sudah “karam” dan

2 & £ Riau hendaknya jangan sampai ikut tenggelam.

 Begith banyak agenda penting yang secara konkret
cus dikerjakan masyarakat Riau untuk menegak-
» marwahnya di kemudian hari. Bukankah

219 wuah, “Takkan Melayu Hilang di Bumi” masih

menjadi pegangan kita? Oleh karena itu, energi

s dnasih ada sebaiknya diimplementasikan

ul memperjuangkan hak-hak rakyat yang
sclama ini telah terkuras oleh kezaliman masa lalu.

. Semua.itu tidak mungkin diperoleh dengan mem-

pertantonkan perilaku-perilaku politik yang
‘ntafg-perenang,

Perhatikanlah, begitu banyaknya bayi-bayi di

‘au yang masih Kekurangan Energi Protein

1'P) dan 43,6% masyarakatnya berada di bawah
Jaris®&emiskinan. Berpalinglah pada 76,4% mas-
wrakat yang hanya berpendidikan SD ke bawah
lan Hidup secara sub-sistem di pedesaan. Mereka
crhimpit oleh desakan para konglomerat yang me-
luhlantakkan tanah ulayatnya. CPP Blok belum

1igan dan 105.000 hektar kebun sawit eks

i hengkang ke Malaysia. Pasir laut dikuras
ntuke kepentingan Singapura. Hutan terkelupas
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dfm kuht burm ]alan bergclombang dﬂunyek”
truk kayu balak.

Mata masyarakat Riau terbelalak dengan jari
wing menggenting. Kesengsaraan belum menun-
jukkan tanda usai. Para “panutan” membingkai diri
dengan jargon-jargon reformasi. Mereka tak lagi
pantas untuk diturut dan dirujuk. Bak anak ayam
tchilangan induk, rakyat mencari justifikasi me-
purut seleranya sendiri. Tak ada yang menyusun,
5k tiba yang menuntun. Harapan tergantung tak
bertali. Angan melambung, kenyataan terhempas
B2 gatkan cermin dibanting ke cadas.

Ke depan, seharusnya tekad makin dibulatkan,
semangat kian dinyalakan, kerjasama dieratkan,

#2n sikap pantang menyerah diteguhkan. Bagai-
manpun, Riau masih punya harapan. Momentum
‘etap masih ada. Dan, ikatan kemelayuan masih
bisa dirajut, yang bila apik akan berbinar bagaikan
sulaman gaun perempuan. Nurani masih bisa
diajak kompromi dan SDA kita masih tersisa.
};Ianya saja waktu memang tidak pernah mau

menunggu. ¢




ONDONG MENONGKAT,

=EAH MENEGAKKAN
"norena Penyusunan Angearan Proyek Strategis di Riau)

‘247 ini Riau sedang disibukkan oleh melim-
‘pabtinya dana dari berkah desentralisasi fiscal
g <liberlakukan di Indonesia sejalan dengan

1eat otonomi daerah. Bermanfaatkah uang

tersebut masih dalam perdebatan yang panjang?
"RE) sebagai pemegang otoritas yang tinggi
alamy menentukan sah tidaknya APBD sering
tuding tidak lepas dari berbagai kepentingan, baik
‘tik maupun pribadi dalam penyusunannya.
ckutf sebagai pelaksana dari APBD yang di-
can oleh legislatif oleh berbagai pengamat
nemanfaatkan situasi tersebut untuk kepen-

ingas mereka pula. Maka di Indonesia saat ini,
ik gecara nasional maupun daerah (provinsi dan
cabupaten/kota) semakin akrab dengan istilah /ega/

rHpEION.

Melalui “kesepakatan” atau dalam istilah
{cbih mentereng di kalangan gerakan rakyat
usi”’, antara eksekutif dan legislatif APBD
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dl“\ﬂ.hkaﬁ dengan berpedoman kepada mengako-
modir berbagai kepentingan keduanya. Sepanjang
Eepentingan-kepentingan tersebut dapat ditam-
pung dalam APBD maka suasana aman relatif
dapat diciptakan. Namun sudah menjadi sifat
manusia bahwa perasaan puas sulit diperoleh dan
Zcinginan untuk “menggerogoti” sering lebih
dominan ketimbang kesadaran akan manfaat
bersama.,

Akibatnya, warna-warna rakus mulai
menguak dan perjuangan untuk kepentingan ke-
[#mpok dan pribadi lebih didahulukan sehingga
timbullah berbagai perbedaan pendapat yang
sicnifikan. Bahkan bentuknya sudah mengarah pada
'Sor-joran”, saling sikut, dan adu argumentasi yang
t3la dikaitkan dengan kepentingan kesejahteraan
fakyat sangat tidak mengena sama sekali. Dasar
berpijak yang digunakan bukan lagi azas manfaat
cpada rakyat melainkan hasrat untuk mengkapling
anggaran. Prinsip money follow the function dalam
penyusunan anggaran pembangunan telah terbalik
“fungsi mengikuti uang”. Ada uang lalu dibuat-
buatlah program untuk diketjakan. Perencanaan
pembangunan menjadi tidak holistik dan berpijak
pada pemecahan masalah-masalah masyarakat
yang sesungguhnya. Seharusnya programlah yang
disusun sebagai alternatif pemecahan masalah
rakyat dan dilanjutkan dengan kegiatan yang harus
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llakgkan dalam mengimplementasikan program
baruditentukan besarnya dana yang diperlukan
ruke melaksanakan kegiatan tersebut.

Mungkin karena prinsipnya sudah terbalik

naka tidak pernah ada sisa dari berapa pun
sarmya uang yang datang ke Riau saat ini. Semua
ing-menjadi terkuras untuk melaksanakan
tcgiatan-kegiatan. Baik di provinsi maupun
bupaten yang terjadi bukannya sisa anggaran
Larenz kelebihan uang, tetapi sisa uang karena
icutan proyek yang tidak mampu dikerjakan
secary runtas pada tahun yang bersangkutan. Hal
. timibul karena lambatnya pengesahan APBD
lan sering terjadi karena ketidakmampuan kegiatan
tersebut untuk dilaksanakan.

Berbagai kegiatan seperti itu pada tahun

2002%alu di Provinsi Riau makin terkuak. Bet-
‘asarkan pantauan DPRD sendiri malah ada be-
berapa proyek yang sudah dikucurkan dananya

mun tidak sebatang besipun ada terpancang
ilokasinya. Artinya kemajuan pengetjaan dari
lana yang telah dikucurkan nol sama sekali. Pada-
hal proyek tersebut dianggap sebagai proyek
tratcgis. Bebarapa kegiatan lainnya mengalami hal
g tidak jauh berbeda. Fenomena proyek strategis

memang menarik untuk disimak. Selain tidak
las dasar penetapan dan cara pandang yang di-
nakan dalam mengkategorikan suatu kegiatan
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?
atau proyek itu strategis atau tidak substansi dan
rckanisme pelaksanaannya pun tidak kalah seru-
v untuk didiskusikan.

7} DPRD Provinsi Riau sepertinya makan
}Bl ah simalakama. Maju kena mundur pun kena.
[Julu tahun 2002 telah menyetujui akan dibangun-
iiy2 beberapa proyek strategis, tetapi nampaknya
tidak melengkapi persetujuannya dengan mekanis-
me yang harus ditempuh dalam melaksanakan
{5 oiatan-kegiatan yang dianggap strategis tersebut.
i Hldekatan apa yang harus digunakan tidak dirinci
".B“rlgan tegas sehingga eksekutif menterjemah-
]@rmnya sesuai selera mereka. DPRD selanjutnya
szling tuding dan berbeda pendapat. Padahal
=harusnya ketidakbecusan yang terjadi di lapangan
Hnya dapat ditentukan dari ketidaksesuaian ren-
“4na dengan kenyataan yang terjadi. Bukan ber-
‘asarkan selera orang perorang atau selera politik
partai.

Jsoday

Sebenarnya pendekatan multiyears dalam
J(P,a;\m]a::mgu.nan ada dua cara, yakni pembayaran di
‘iuka dan pembayaran di belakang, Dalam pelak-
sanaan pembangunan proyek strategis di Riau
rampaknya cara pembayaran di belakang yang
dipakai. Untuk itu perlu kiranya ditetapkan sampai
t3hun berapa pemerintah akan melunasi pembaya-
L'ﬁilnya dan jumlah yang harus dibayarkan setiap
tahunnya diserahkan kepada DPRD untuk diang-
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ark u] dalam APBD. Pelaksana proyek diwajibkan
menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang di-
I;zarl Pembayaran dilakukan “berbilang tahun”
mpal batas waktu yang disepakati. Jumlahnya
t ﬁjr-.zthun sebaiknya ditentukan pada awal pelak-
inaan peketjaan. Untuk itu DPRD dan Pemprov
‘tathelaksana pekerjaan seharusnya membuat
rjanjian terlebih dahulu tentang lamanya waktu
ngefjaan, lamanya tahun pembayaran dan besar-
inggaran, baik secara keseluruhan maupun
ngsbfan setiap tahunnya. Penyesuaian setiap
‘ hutt dapat saja dilakukan sesuai dengan kondisi
g 32 keu t;ttgm daerah. Bisa lebih dari yang disepakti
Iunmya bisa juga kurang. Namun penentuan-
va dlakukan secara transparan dan atas dasar
sepikatan bersama dan kualitas serta kemajuan
~ pengétjaannya.

Melalui cara itu maka diharapkan isu-isu
embabatan” anggaran proyek strategis maupun
pembengkakannya” dapat dihindarkan dari
: wepeptingan-kepentingan pribadi, kelompok, dan

1?1 kepentingan politik partai menghadapi
pertagungan suksesi kepemimpinan Riau 2003 dan
Pemilu 2004. APBD sebaiknya memang lebih
larakkan pada hal-hal yang bersifat strategis
lalamg menyelesaikan permasalahan Riau dan
© kepeatingan eksistensinya di masa yang akan
£ atang. Untuk itulah semakin diperlukan kehati-
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Eove K -._-._!c'ﬁ_{r.eran memang dan peralatan yang akan
- mengisinya diperlukan dana mencapai Rp 53,6
nilyaz? Apakah untuk Proyek Singkronisasi dan
\teggasi Program Pembangunan Bidang SDM
1,['151 Riau memang diperlukan mencapai Rp
‘w'.?_:,}milyar? Begitu rumitkah melakukan sing-
onifasi dan integrasi antar program sehingga
emerlukan dana sebanyak itu dan bagaimana
2 gara yang akan dilakukan dalam melakukan-
"\ pakah Proyek Peningkatan Sarana dan
1 ‘ﬂr__,ma pada instalasi teknis Dinas Perikanan
[Kelautan Riau dengan dana mencapai Rp
= 9 3750 milyar memang terkait dengan Program
{ E:z%nglman Ekonomi Rakyat?
=] Banyak lagi pertanyaan yang dapat di-
angkan dalam anggaran yang diajukan peme-
- rintaltlan mampukah DPRD mensikapinya secara
w1t dan bijaksana terutama bila dikaitkan dengan
< cfisiensi dan efektivitas anggaran serta ki-
vang akan dihasilkan jika anggaran tersebut
lise 1443.11 Perlu kiranya diingat bahwa kegagalan
1enyisun sebuah rencana sama saja dengan meren-
nakan kegagalan. Rakyat sangat berharap adanya
serbaikan kehidupan mereka yang seharusnya
at distimulus melalui anggaran pengeluaran
merintah namun bila pemerintah dan penye-
lengodra negara hanya “menabur” luka hati rakyat
1k ihawatir akan “menuai” prahara. Mungkin
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hat1an dalam memanfaatkan setiap rupiah dana
vang dimiliki. Prinsip tansparansi dan akuntabilitas
p:lu dikedepankan agar semua informasi yang ada
{;tlan perencanaan anggaran dapat terukur dan
dg)ﬁrtanggung}awabkan dengan jelas dan tegas.
Salam hal ini bukan saja jenis kegiatan dan besat-
%2 anggaran yang harus diketuk palunya, tetapi
juza mekanisme dasar pelaksanaannya sehingga
idak menimbulkan kerancuan di kemudian hari.
%rmasuk tujuan dan sasarannya serta manfaat
mg bakal diperoleh masyarakat dari pelaksanaan
;ﬁg siatan tersebut.
= Aspek lain adalah menyangkut disiplin
wiogaran yang berkait dengan persoalan efisiensi,
ag\.at guna, tepat waktu pelaksanaan dan kese-
sfaiannya dengan kondisi di lapangan. Apakah
1sematok anggaran rutin mencapai setengah
‘rilyun lebih memang sudah efisien dan tepat guna?
\nggaran Gubernur mencapai Rp 4,046 milyar
pertahun dan anggaran belanja lain-lain DPRD
pencapal Rp 9,327 milyar pertahun memang
m:upakan kondisi yang sesuai dengan apa yang
seharusnya. Apakah belanja barang di Sekretariat
Yaerah (Sekda) memang harus mencapai Rp
15,067 milyar setiap tahunnya? Apakah untuk
:ﬁ’cngadakan satu unit peralatan labor pada sebuah
wLTP memang mencapai Rp 180 juta? Apakah
Jigltuk melahirkan sebuah Gedung Fakultas
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* £ s?karanglah saatnya kita meletakkan dasar-dasar
yvang kokoh bagi kesejahteraan masyarakat Riau.
[%ra pemimpin hendaklah makin menyadari bahwa

écrekalah yang seharusnya membantu rakyat yang
scdang dalam kesusahan. Bak istilah, “Condong yang
whan menongkat, rebah yang akan menegakkan” , bukan
iienjadikan rakyat sebagai objek yang malah harus
dihisap dan ditelantarkan. ¢
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2IAR BERPUTIH TULANG

JARIPADA BERPUTIH MATA

' (Polernik Dana Alokasi Umum untuk Riau)

-dari awal, proses desentralisasi memang
‘niemiliki dua kutub yang saling tarik-menarik.
[satu sisinya adalah pemerintah pusat yang
i#opilkan wajah tak ikhlas, gamang dan tak
t-kekurangan kuasa dan uang. Selama ini,
“Ea memang remote control bagi apapun yang
\#lan harus dilakukan di Indonesia. Di sisi
', pemerintah dan masyarakat daerah dengan
nung harapan, dan (sayangnya) sering terkon-
nasi oleh eforia dan ego kedaerahan.
Tarik menarik kedua sisi ini, selalu me-
m n kebijakan yang tidak optimal pada
'velenggaraan negara dengan menerapkan
‘omi daerah. Salah satu contoh konkretnya
125 menyangkut soal desentralisasi keuangan
/- decentralization). Konsep revenue sharing ini
upakan prasyarat mutlak bagi dilakukannya
dtralisasi kewenangan. Hanya saja dalam
oléinentasinya, mulai dari sistem perundang-
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W
umdangan yang mengaturnya sampai kepada

cksekusinya, memiliki banyak jebakan yang ber-
11\-%133t pada adanya distorsi.

. Pemberlakuan UU No. 25/1999 ternyata
:'l"i“gn imbulkan implikasi yang besar bagi munculnya
beqith-benih disintegrasi bangsa. Maklumlah, jika
sulah bicara soal uang, manusia cenderung lupa
bahwa itu sangat tipis jaraknya pada hal yang ber-
bay maksiat. Dari kaca mata pemerintah pusat, UU
N ‘ﬁ 25/1999 adalah kebebasan yang diberikan pada

*ah untuk melaksanakan pembangunan dari
-i:;i}t yang bersifat block grant, tetapi harus tetap
‘%nn pemantauan dan pembinaannya.

l-: Keleluasaan yang dimaksud pemerintah
pudat hanya diletakkan pada penentuan prioritas
;l}#ﬁ melihat aspek penyelesaian masalah yang
@mg dekat dengan rakyat di daerah tertentu. Dae-
b tidak pernah diberi kesempatan untuk maju
an menikmati sumber-sumber yang dieksploitisir

i wilayahnya. Padahal, pemerintah daerahlah yang

#ng tahu dan mengerti kondisi objektif di dae-

..1E/1ya Oleh karena itu, sudah selayaknya daerah
liberi kebebasan menentukan akan dibawa ke-
mana anak daerah tersebut, meskipun masih tetap
dafam bingkai negara kesatuan.

- Dalam bahasa sederhana, perseteruan dua

uﬂtub tadi dapat dikatakan bahwa pemerintah
pusat tak ingin kehilangan muka dan pundi-pundi
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j: Pembangunan Ekonomi dalam Kawalan Budaya Melayu
umgﬁ) ang selama ini menjadi ajang penggro-
cotannya. Sedangkan bagi daerah, tidak ada masa-

x nya %g menjadi “terjajah” oleh bangsa sendiri.

Padaakhirnya, kedua kutub tersebut telah berkem-

 bang menjadi perang terbuka. Masing-masing

memainkan trik dan strateginya. Indikasi yang
paling menonjol dapat kita lihat pada polemik

0
]
=
i
]
&

g E_ cngenai Dana Alokasi Umum (DAU).
Suli tﬁﬂgocor
~ %E\Iesalahan konsep desentralisasi fiskal di
¢~ 2% Indofiesia adalah penetapan pola alokasi keuangan.
e 82 Ter i%pat empat sumber penerimaan keuangan
£ LF dacrdh dalam UU No. 25/1999, yakni Dana Bagi
= 2% HasilZDana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
= 53 . Pendapatan Asli Daerah yang diatur melalui
3 = afo-undang tersenditi. Dalam prakteknya, baik
I £ pusat maupun daerah dibuat pusing oleh aturan
? g - clan selalu tidak terdapat kesamaan pandangan
5 ¢ ara pemerintah pusat dengan daerah.
2 11 @ ertama, bagi hasil SDA dan pajak ternyata
© ¢ tidakd mudah dilakukan. Perbedaan persepsi
2 5 néul terhadap berapa sebenarnya penerimaan
; Ei ﬂn dari eksploitasi SDA tertentu di suatu
¢ wilayah. Termasuk adanya perbedaan peta wilayah
% DA dn.ngan peta wilayah administrasi pemerin-
¢ taha Ego departemen juga menjadi pemicu
g ulitnya penerapan sistem ini. Konon khabarnya
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mmpm bulan Desember 2001 ini dana PSDH
belum dapat dibagi ke daerah, karena Departemen
Iéehutanan tidak bersedia mengeluarkan SK
ri;;a,ngcnal alokasinya ke daerah, sehingga Depar-
temen Keuangan tidak bisa mendistribusi-kan dana
te,{aebut kepada daerah. Apa yang sudah menjadi
lalk daerah, ternyata belum bisa dinikmati seba-
oaimana mestinya.
Persoalan ini memancing adanya pengkap-
;an pemblokiran, pengambilan sepihak oleh
fzerah (seperti PT Semen Padang) yang pada
fammya mampu memicu disintegrasi bangsa.
A.z‘lpat dibayangkan, jika masyarakat Riau dan
altim berjibaku untuk lebih, “Berputih tulang dari
E a berputih matd’ terhadap Migas yang dieksploi-
JEE, di daerahnya. Oleh karenanya, jangan lagi
i@rharap negara Indonesia ini akan ada. Akan sulit
menata kembali sebuah bangunan Indonesia, bila
pacla akhirnya muncul “Solidaritas Sumatera” untuk
iembentuk negara sendiri dalam bentuk Negara
;,g: lerasi Sumatera (NFS). Kalaupun akan diredam
gich pemerintah Jakarta, biayanya tentu akan
sangat mahal. Apalagi dalam kondisi yang terpuruk
'ﬁﬁﬂt ini.
- Kedna, DAU yang semula akan dijadikan
sébagai alat penyeimbang, ternyata dalam prak-
‘elnya malah menjadi alat akal-akalan pusat untuk
‘“tap mencecoki daerah. Formulasi untuk alokasi

“dwi;
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dana dni sangat tidak memuaskan daerah, karena
dinilai mengandung unsur “penipuan”. Dana bagi
chasil %DA dan PAD malah dijadikan variabel yang
natmengganggu bagi kepentingan daerah. Belum
‘ﬁ(—tdk tersembunyi dalam formulasi tersebut
ang «liduga hanya menguntungkan wilayah-
il a_;b tertentu dan kurang memahami kebutuhan
‘mbangunan wilayah yang selama ini tertinggal,
imenjadi penopang pendapatan negara.
Hetiga, bagi hasil pajak dan Klasifikasi pajak
' Indienesia dinilai sangat tidzk adil. Pajak dengan
r*tsl yang “gemuk” menjadi hak pusat, sedang-
' gﬂ 2 potensinya “bincit” menjadi sumber PAD.
ainya, daerah-daerah berlomba-lomba men-
i=n Perda untuk menggenjot PAD. Sampai-
4 kuburan pun “dicukaikan”. Saat ini diduga
iPilan Perda di Indonesia yang dianggap bet-
. dan menjadi penyebab high cost economy.
i 1tu muncul akibat kengganan pemerintah
- untuk berbagi dengan daerah dan menggebu-
bugga pemerintah daerah untuk mendapatkan
Scsuai kewenangan yang telah dilimpahkan
cpada mereka.
“clanjutnya mekanisme penyaluran danan
o pusat ke daerah salurannya juga cukup pan-
ing. }mgankan ngocort, tetesannya pun sangat
rseritlat-sendat, akibat jalan berliku yang dilalui-
va. S¢mua penerimaan negara di daerah harus
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cﬁkumpul (pool) dulu ke pusat, baru nanti ditetes-
kan ke daerah. Padahal rumus baginya sudah ada
(ﬁlam undang-undang. Cara seperti ini ternyata
I‘E‘.Slh menjadi penyebab adanya dana yang tetap
i1y mgkut di Jakarta dan disinyalir untuk menurun-
Iﬁnnya ke daerah masih dibutuhkan “upeti”
(#reentu.

Waktu untuk mendapatkan dana tersebut
selalu saja tidak dapat disingkronkan dengan
j%ﬁiwal pelaksanaan pembangunan yang sudah
direncanakan di daerah. Kondisi ini memberi
g%iuang bagi munculnya proyek-proyek karbitan
ppada tingkat lokal. Berbagai trik atau akal-akalan
pusat untuk menutupi ketidakmampuannya
:ﬁcn1bawa bangsa ini keluar dari krisis, kesulitan
#emperoleh pendapatan dan membengkaknya
¢iilan hutang dan bunganya. Oleh karenanya,
wucuran dana ke daerah harus dikurangi.

Diduga Bocor?
® Isu pertama yang dilontarkan pusat untuk
menjustifikasi keengganannya untuk melakukan
atonomi dan desentralisasi fiskal adalah melon-
tdrkan keinginan menjual obligasi pemerintah
¢pada daerah-daerah yang dinilai memiliki surplus
I\{*uangan Skema ini diduga dapat mengatasi
ilanya defisit anggaran. Hanya saja hutang negara
kig_pada anak bangsanya sendiri semakin membeng-
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nulas minim. Sekarang saja pemerintah telah
- mengeluarkan obligasi untuk rekapitulasi per-
ankan sebanyak Rp 656 triliun yang dikelola oleh
eit Management Office (DMO) di bawah Depat-
§1 Keuangan. Jumlah ini diperkirakan
g=lami peningkatan sejalan dengan dikeluar-
n#n obligasi kepada daerah sebagai konversi
las 1L§mrimbangan menjadi sangat tidak menarik.
e lagi persoalan hutang swasta yang jumlah-
fRencapai Rp 604 triliun. Beban yang ditang-
ngidbleh perekonomian Indonesia sudah men-
capai®p 1.951 triliun atau telah melampaui PDB
01 yang hanya Rp 1.468 triliun.
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E Isu kedua yang lebih spesifik diarahkan ke
g - adalah soal penyewaan pulau untuk mem-
r /alutang negara. Dari beberapa pulau yang
2 “-vm,_i;/mrpenghuni di Riau, yang letaknya sangat

trategis diperkirakan dapat diperoleh sewa yang
‘ukuf besar, sehingga digunakan untuk membayar
hutang negara. Rencana kebijakan ini langsung
lite 1%{ ng oleh Gubernur Riau. Beberapa kompo-
1en Igﬁzlsyarakat menilai, ini merupakan kebijakan
1ng imenginjak-injak marwah Riau. Meskipun
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aiasih terdapat beberapa orang yang mencoba
mencari manfaatnya untuk meagejar Visi Riau
2020, namun kebijakan ini dianggap kurang po-
puler dan sulit diterapkan.

= Isu terakhir yang kemudian menjadi isu yang
sangat kontroversial adalah dengan bocornya DAU
d_‘! tingkat daerah yang mencapai angka 40% lebih.
Tidak tanggung-tanggung, sinyalemen ini dilon-
rarkan langsung oleh Ketua Panitia Anggaran DPR
E1. Tentu saja banyak orang tersentak, termasuk
Menkeu dan Mendagri. Reaksi dari daerah pun
fzermunculan untuk menangkisnya. Persoalannya,
|#a berita itu benar, maka dari Rp 60,5 triliun DAU
Tahun 2001 kebocorannya adalah mencapai Rp
(42 triliun. Suatu jumlah yang tidak kecil tentu.
©»  Khusus untuk Provinsi Riau, dari Rp 251
miliar DAU yang diperolehnya, maka angka dugaan
kebocoran 40% itu nilainya mencapai Rp 100,4
miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dari dana yang
direncanakan untuk digulirkan dalam rangka
pemberdayaan ekonomi rakyat yang hanya sebesar

D 77 miliar. Total DAU yang diterima Riau melalui

L5 kabupaten pada tahun 2001 adalah sebesar Rp
2.267,15 miliar ditambah dengan dana bagi hasil
sebesar Rp 4.081,15 miliar, maka Riau mem-
peroleh kucuran dana mencapai Rp 6.348,30 miliar.
Janpa perencanaan dan manajemen pengelolaan
dana yang matang dan profersional, tentunya sangat




.E:: " Tmr.ﬁanguuan ‘E&pnarm dalam Kawalan ‘Bm{aya Mefayu

waj: uﬁ‘bda dugaan kebocoran menjadi mengemuka.
(—Blla diamati alokasi pemanfaatannya dalam
'?*f) maka pada level Provinsi Riau dugaan
el )Wran dana DAU belum tentu memiliki lan-
las ffg vang kuat. Sesuai dengan kepentingannya,
"Iliperuntukkan bagi membayar gaji PNS dan
cnigtupi kebutuhan rutin lainnya. Jumlah pegawai
ng harus dibayar gajinya oleh Pemprov Riau,
\ah adanya pelimpahan pegawai pusat men-
§-1.897 orang. Jika dimasukkan anggota
4ipa, yang harus diberikan tunjangan oleh

- [Egn jumlahnya mencapai 15.498 orang.
~1otal belanja rutin Pemprov Riau untuk
a L%_ 2001, yang tercantum dalam Keputusan
:ﬁznur No KPTS 87/111/2001 adalah sebesar
p J42.121.428.243, yang terdiri dati sembilan
enisiBengeluaran, Pengeluaran terbesar adalah
itk belanja pegawai, yakni Rp 110.715.006.723
tkuti oleh belanja barang Rp 78.203.410.720,
lan biaya lain-lain sebesar Rp 44.030.839.550 serta
ayazyemeliharaan Rp 11.996.242.000. Termasuk
biay ;1j;fgerjalanan dinas yang jumlahnya mencapai

Rp 9:590.893.000.

‘Jika dibandingkan dengan penerimaan dari
\"vang berjumlah Rp 251.940.940.000.000
unt uI; ~menutupi kebutuhan rutin dimaksud, maka
mas iIm rerdapat ketekoran yang mesti ditutupi
ng =.,m sumber penerimaan lain sebesar Rp

o)
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G1)181.428.243. Lantas pertanyaan yang muncul;
dnrimana sumber adanya dugaan kebocoran dana
7ang diperkirakan mencapai 40% tersebut?

Bila diamati secara mendalam selurult pos
pengeluaran rutin mulai dari keperluan DPRD,
aubernur dan wakil gubernur, serta seluruh dinas
dan instansi serta berbagai pengeluaran lainnya
sampai pada pengeluaran yang tak terduga, mung-
kin dugaan bocor tersebut bisa ditimbang benar
a1au tidaknya. Namun, kini sudah menjadi gun-
iingan bahwa selama ini pos keperluan DPRD
sangatlah fantastis! Di mana untuk tahun 2001 saja
sencapai angka sebesar Rp 31.546.220.750. Un-
t.k kebutuhan gubernur dan wakilnya, jumlahnya
mencapai Rp 5.295.500.000 dan pejabat-pejabat
l2innya. Seluruh kebutuhan mereka ditanggulangi
sleh negara, baik langsung maupun tidak langsung.

Adakah kemungkinan penghematan terha-
dap seluruh jenis pengeluaran tersebut? Bila
diperhatikan kesembilan jenis pengeluaran rutin

#Provinsi Riau, maka tidak mustahil bila peng-
hematan mencapai 40% tersebut dapat dilakukan.
Biaya perjalanan dinas dan belanja barang bisa saja
Jditekan seefesien mungkin. Sebab, dalam anggaran
pembangunan kedua jenis biaya ini sudah ada.
i{etiga item biaya ini, selain berindikasikan
rumpang-tindih dan berulang-ulang setiap tahun-
nya, juga disinyalir berbau mark. up.




Pembangunan Ekonomi dalam Kawalan Budaya Melayu

Penghematan 40% dari seluruh pengeluaran
rutin inl jumlahnya mencapai Rp 136.848.571.097.
Jika janlah itu dilarikan untuk kepentingan pem-

- berdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan

)M fentunya upaya mengejar Visi Riau 2020 akan

h thudah. Hanya saja, semua itu tentu harus

. “ditenggarai dengan melakukan analisa belanja dan

butuhan anggaran yang akurat, sehingga peni-

nya tidak menimbulkan bias makna dan

i ketaan. Pendekatannya harus diletakkan pada

tas, kepatutan, mutu, manfaat, dan kemampuan
‘engantisipasi resiko masa mendatang. ¢
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